


 

 

KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur disampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan 

karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2020 Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh 

Kota ini merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA 

dan DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 

Anggaran 2020. 

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh 

Kota Tahun 2020 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini masih banyak kekurangan, 

untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran 

(Learning process) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan 

datang. 

 

Tanjung Pati,  Januari 2021 
 

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
 

 

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh 

Kota yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan 

Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan  Keuangan 

Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut akan disusun berdasarkan system pengendalian 

intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, 

posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

 
 

Tanjung Pati,    Januari 2021 

 
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
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NO Uraian Anggaran Realisasi % Lebih/ Kurang %

4 PENDAPATAN

4.1 PENDAPATAN  ASLI  DAERAH

4.1.1 Pajak Daerah

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

4.1.3  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.1.4 Lain-lain PAD yang Syah

JUMLAH PENDAPATAN -                                      -                                      -                                  

5 BELANJA

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1 Belanja Pegawai 2,197,530,617.00           2,167,124,513.00           98.62      30,406,104.00            1.38       

Jumlah Belanja Tidak Langsung 2,197,530,617.00           2,167,124,513.00           98.62      30,406,104                 1.38       

5.2 BELANJA  LANGSUNG

5.2.1 Belanja Pegawai 118,300,000.00              117,800,000.00              99.58 500,000.00                 0.42

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700,676,491.00              698,151,316.00              99.64 2,525,175.00              0.36

5.1.3 Belanja Modal 254,900,000.00              253,533,684.00              99.46 1,366,316.00              0.54

5.1.4 Jumlah Belanja Langsung 1,073,876,491.00           1,069,485,000.00           99.59      4,391,491                   0.41       

 

JUMLAH  BELANJA 3,271,407,108.00           3,236,609,513.00           98.94      34,797,595                 1.06       

C SURPLUS/ (DEFISIT) (3,271,407,108.00)          (3,236,609,513.00)          98.94      (34,797,595)               1.06       

Tanjung Pati,      Januari 2021

Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS  PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

LAPORAN  REALISASI  ANGGARAN  

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  31  DESEMBER 2020



NO Uraian Anggaran Realisasi 2020 % Realisasi 2019

4 PENDAPATAN

4.1 PENDAPATAN  ASLI  DAERAH

4.1.1 Pajak Daerah-LRA

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

4.1.3  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.1.4 Lain-lain PAD yang Syah

JUMLAH  PAD -                                     -                                     -                                       

5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.1 Belanja Pegawai 2,197,530,617.00          2,167,124,513.00          98.62    1,695,136,207.00            

5.1.2 Belanja Barang 818,976,491.00             815,951,316.00             99.63    1,385,683,668.00            

5.1.5 Belanja Hibah -                                     -        -                                       

5.1.6 Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi 3,016,507,108.00          2,983,075,829.00          98.89    3,080,819,875.00            

5.2 BELANJA  MODAL  

5.2.1 Belanja Tanah -                                     

5.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 39,500,000.00               39,500,000.00               100.00  34,390,000.00                 

5.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 215,400,000.00             214,033,684.00             99.37    

5.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -        

5.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 117,041,400.00               

Jumlah Belanja Modal 254,900,000.00             253,533,684.00             99.46    151,431,400.00               

JUMLAH  BELANJA 3,271,407,108.00          3,236,609,513.00          98.94    3,232,251,275.00            

C SURPLUS/ (DEFISIT) (3,271,407,108.00)         (3,236,609,513.00)         98.94    (3,232,251,275.00)           

 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS  PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

LAPORAN  REALISASI  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN   BELANJA DAERAH (Permendagri 64/2013)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  31  DESEMBER 2020  DAN 2019

Tanjung Pati,      Januari 2021

Pengguna Anggaran



  

31-Dec-20 31-Dec-19

1 ASET

1.1 ASET LANCAR

1.1.1 Kas dan Setara Kas

1.1.1.02 Kas di Bendahara Penerimaan -                                              

1.1.1.03 Kas di Bendahara Pengeluaran

1.1.1.04 Kas di BLUD

1.1.1.05 Kas Dana Kapitasi JKN   

1.1.3 Piutang Pendapatan

1.1.3.01 Piutang Pajak

1.1.3.02 Piutang Retribusi

1.1.3.03 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan

1.1.3.03.03 Piutang Bagian Laba atas PM pada Perush.Milik Swasta

1.1.3.04 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

1.1.3.04.15 Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kades

1.1.3.04.16 Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir

1.1.3.04.17 Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir

1.1.3.04.18 Piutang Lainnya-Klaim Jasa Layanan ke BPJS

Piutang Lainnya

1.1.3.05 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.1.3.06 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

1.1.3.07 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak

1.1.5 Penyisihan Piutang 

1.1.5.01 Penyisihan Piutang Pendapatan

1.1.5.01.01 Penyisihan Piutang Pajak

1.1.5.01.02 Penyisihan Piutang Retribusi

1.1.5.01.03 Penyisihan Piut. Hasil Pengel.Kekyn Daerah Yg Dipisahkan

1.1.5.01.04 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

1.1.7 Persediaan -                                                       

Jumlah Aset Lancar -                                                       -                                              

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

1.2.1.06 Investasi Non Permanen Lainnya

1.2.1.06.01 Investasi Non Permanen Lainnya 

Investasi Non Permanen Lainnya 

Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya

Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya

1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

1.2.2.01     Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang

1.3 ASET TETAP

1.3.1 Tanah 1,644,441,684.00                            12,408,000.00                        

1.3.2 Peralatan dan Mesin 2,102,588,805.00                            1,584,178,805.00                   

1.3.3 Gedung dan Bangunan 543,745,000.00                               344,179,000.00                      

1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.3.5 Aset Tetap Lainnya 607,424,970.00                               607,424,970.00                      

1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan -                                              

- Gedung 74,628,400.00                                 74,628,400.00                        

1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1,998,846,290.21)                           (1,253,760,580.47)                  

1.3.7.01 Akumulasi PenyusutanPeralatan dan Mesin (1,940,771,380.00)                           (1,202,440,705.00)                  

1.3.7.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (58,074,910.21)                                (51,319,875.47)                       

1.3.7.03 Akumulasi Penyusutan JIJ

Jumlah Aset Tetap 2,973,982,568.79                            1,369,058,594.53                   

1.5 ASET LAINNYA

1.5.4 Aset Lain-lain 

1.5.4.01 Aset lain-lain 

1.5.4.01.01 Aset lain-lain (UYHD PU 2011 belum setor)

1.5.4.01.02 Aset lain-lain (Rasak Berat) -                                                       -                                              

1.5.4.01.03 Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud) 118,500,000.00                               118,500,000.00                      

1.5.4.01.04 Aset lain-lain (Tanah Sewa)

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA

DINAS  PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No. Akun Uraian



31-Dec-20 31-Dec-19
No. Akun Uraian

1.5.4.01.05 Aset lain-lain (BM Prop.) -                                              

1.5.4.01.06 Aset lain-lain (BM Negara.)

Jumlah Aset Lainnya 118,500,000.00                               118,500,000.00                      

JUMLAH ASET 3,092,482,568.79                            1,487,558,594.53                   



31-Dec-20 31-Dec-19
No. Akun Uraian

2 KEWAJIBAN

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

2.2.4 Pendapatan Diterima Dimuka

2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

2.1.6.04 Utang Jangka Pendek Lainnya -                                              

2.1.6.04.01 Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN -                                                       -                                              

3. EKUITAS 

3.1 EKUITAS 

3.1.1 Ekuitas

3.1.1.01 Ekuitas

3.1.1.01.01 Ekuitas 3,092,482,568.79                            1,487,558,594.53                   

JUMLAH EKUITAS 3,092,482,568.79                            1,487,558,594.53                   

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3,092,482,568.79                            1,487,558,594.53                   

Tanjung Pati,      Januari 2021

Pengguna Anggaran

Radimas, S.Pd

NIP.19650123 198903 1 003



1 PENDAPATAN :

2 BEBAN

3 PIUTANG

4 PERASEDIAAN : MISAL :1 MISAL :3

2020 2019

SISA DI NERACA AWAL -                                       -                                

 BEBAN PERSEDIAAN 28,602,091.00                  99,635,000.00          

 BRG YG DSERAH KMASY. -                                       -                               

SISA DI NERACA AKHIR -                                       -                                

BEBAN PERSEDIAAN 28,602,091.00                  99,635,000.00          

PERASEDIAAN : 2020 2019 Belanja Beban

ATK -                                       -                               22,986,091       22,986,091.00             

Alat Listrik

5 BEBAN PENYUSUTAN -                           

A. PERALATAN DAN MESIN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2018 (1,202,440,705.00)   12/31/2019

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN (1,940,771,380.00)   12/31/2020

 

(738,330,675.00)      

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2018 (51,319,875.47)        12/31/2019

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN (58,074,910.21)        12/31/2020  

 

(6,755,034.74)          

C. JIJ

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2018 -                               12/31/2019

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN -                               12/31/2020  

 

-                               

D. ASET TETAP LAINNYA

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2018 12/31/2019

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN 12/31/2020

 

0

TOTAL BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP (745,085,709.74)      2020

2019

6 Beban Utang Jk Pendek :

UJP 2019 UJP  2020 Belanja Telpon Beban Telepon

Air 0

Listrik

Telpon -                                   -                           -                               

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN

Tanjung Pati,      Januari 2021

Pengguna Anggaran

Radimas, S.Pd

NIP.19650123 198903 1 003

Penyusutan Tahun Sebelumnnya

INFO AKRUAL : 

-                                                               

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN



KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN

PENDAPATAN  ASLI  DAERAH -                              -                                -                                     -           

Pajak Daerah-LO -                              -                                

Pendapatan Retribusi Daerah-LO -                              -                                

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -                              -                                

Lain-lain PAD yang Syah -                              -                                

JUMLAH  PAD -                              -                                

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN -                              -                                

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA -                              -                                

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian 

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI -                              -                                

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi -                              -                                

    BH Pajak Kendaraan Bermotor

    BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

    BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

    BH Pajak Air Permukaan

    BH Pajak Rokok

Pendapatan Bagi Hasil  Lainnya

JUMLAH  TRANSFER -                              -                                

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH   

Pendapatan Hibah 86,352,200.00           

Pendapatan Dada Darurat

JUMLAH  LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -                              86,352,200.00           

JUMLAH  PENDAPATAN -                              86,352,200.00           

BEBAN 3,529,045,538.74    3,145,322,268.83      383,723,269.91                 12.20       

BEBAN OPERASI 3,529,045,538.74    3,145,322,268.83      383,723,269.91                 12.20       

Beban Pegawai 2,167,124,513.00    1,695,136,207.00      471,988,306.00                 27.84       

Beban Barang dan Jasa 616,385,316.00      1,385,683,668.00      (769,298,352.00)                (55.52)      

Beban Persediaan 28,602,091.00        99,635,000.00           (71,032,909.00)                  (71.29)      

Beban Jasa 469,700,455.00      836,498,184.00         (366,797,729.00)                (43.85)      

Beban Pemeliharaan 25,417,370.00        5,200,000.00             20,217,370.00                   -           

Beban Perjalanan Dinas 92,665,400.00        444,350,484.00         (351,685,084.00)                (79.15)      

Beban Bunga

Beban Subsidi

Beban Hibah -                              -                                

Baban Sosial -                              -                                

Beban Penyusutan dan Amortisasi 745,085,709.74      63,725,193.83           681,360,515.91                 1,069.22  

Beban Penyisihan Piutang -                              -                                

Beban Lain-Lain 450,000.00             777,200.00                
  

BEBAN TRANSFER -                              -                                
  

JUMLAH  BEBAN 3,529,045,538.74    3,145,322,268.83      383,723,269.91                 12.20       

SURPLUS/ (DEFISIT)-LO (3,529,045,538.74)  (3,058,970,068.83)     (470,075,469.91)                15.37       

Bertambah/ Berkurang2020 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS  PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

LAPORAN  OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  31  DESEMBER 2020 DAN 2019
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9

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.2

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.1.9

Uraian %KODE AKUN





KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN

PENDAPATAN  ASLI  DAERAH -                                

Pajak Daerah-LO -                                

Pendapatan Retribusi Daerah-LO -                                

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -                                

Lain-lain PAD yang Syah -                                

JUMLAH  PAD -                                

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH   

Pendapatan Hibah -                          86,352,200.00           

Pendapatan Dada Darurat

JUMLAH  LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -                              86,352,200.00           

JUMLAH  PENDAPATAN -                          -                                

BEBAN 3,529,045,538.74    3,145,322,268.83      383,723,269.91                 12.20       
-                                      

BEBAN OPERASI 3,529,045,538.74    3,145,322,268.83      383,723,269.91                 12.20       
-                                      

Beban Pegawai 2,167,124,513.00    1,695,136,207.00      471,988,306.00                 27.84       
-                                      

Beban Barang dan Jasa 616,385,316.00      1,385,683,668.00      (769,298,352.00)                (55.52)      

Beban Bunga

Beban Subsidi

Beban Hibah -                              -                                

Baban Sosial -                                

Beban Penyusutan dan Amortisasi 745,085,709.74      63,725,193.83           681,360,515.91                 1,069.22  

Beban Penyisihan Piutang -                                

Beban Lain-Lain 450,000.00             777,200.00                (327,200.00)                       (42.10)      
 

BEBAN TRANSFER -                                

 

JUMLAH  BEBAN 3,529,045,538.74    3,145,322,268.83      383,723,269.91                 12.20       

SURPLUS/ (DEFISIT)-LO (3,529,045,538.74)  (3,145,322,268.83)     (383,723,269.91)                12.20       

-                          -                            

Pengguna Anggaran

Radimas, S.Pd

Tanjung Pati,      Januari 2021

8

8.1

LAPORAN  OPERASIONAL

DINAS  PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

8.1.1

8.1.2.

8.1.3

8.1.4

8.3

8.3.1

8.3.2

9

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

Uraian

9.1.9

9.2

2020 2019 Bertambah/ Berkurang %KODE AKUN

LAPORAN  OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  31  DESEMBER 2020 DAN 2019



2019 2020
Tambah Kurang

 

 

1 TANAH 1,644,441,684                                        

12,408,000                                                              1,644,441,684                                        -                               

BM 2020 -                                

Mutasi tambah dari Setda 1,418,000,000          Tanah Tahun 2014 Luas 3.545 M

Reklas Dari Gedung dan Bangunan (KIB C) 214,033,684             Pematangan Lahan Gedung Kantor

2 PM 2,102,588,805                                        

1,584,178,805                                                         2,102,588,805                                        -                               

 BM 2020 39,500,000               

Mutasi tambah dari Setda 524,910,000             Kendaraan roda 4

Mutasi tambah dari Dinkes (BTT) 450,000                    Pompa Semprot Manual

Mutasi tambah dari Dinkes (BTT) 1,000,000                 Termogun

Mutasi Kurang Ke Setda 47,000,000                       Kendaraan roda 4

Aset ektracomtable 450,000                            Pompa Semprot Manual (BTT)

3 G & B 543,745,000                                           

344,179,000.00                                                       543,745,000                                           -                               

 BM 2020 214,033,684             

Kapitalisasi Bel. B & J 199,566,000             

Reklas Keluar ke Tanah (KIB A) 214,033,684                     Pematangan Lahan Gedung Kantor

Mushola ( Sumbangan)

Mutasi Antar SKPD -                                         

5,699,350                                                                5,699,350                                               

4 JIJ -                                                              

-                                                                              -                                                              -                               

BM 2020

Mutasi kurang SKPD K-R2

Mutasi Tambah dari  SKPD K-R4

Mutasi Tambah AT ( Diluar BM 2019)



  

5 AT Lainnya 607,424,970                                           

607,424,970                                                            607,424,970                                           -                               

BM 2020 -                                

Reklas Keluar

-                                

6 KDP 74,628,400                                             

74,628,400                                                              74,628,400                                             

BM 2020

Reklas Masuk 74,628,400               

979,459,684             261,483,684                     

BM 2019 253,533,684                     

Rekap +/-Aset 464,442,316                     



7 Aset Lainnya 118,500,000                                           

118,500,000                                                            118,500,000                                           -                               

BM 2020 -                                

Reklas dari peralatan mesin -                                -                                        

Mutasi Tambah AT 2,158,393,684                  

Mutasi Kurang AT (261,033,684)                    

Aset ektracomtable 450,000                            Dicatat beban lain-lain

Kapitalisasi Bel. B & J (Dari Beban Pemeliharaan Atap/Loteng)) 199,566,000                     Mengurangi Beban Pemeliharaan Atap/ Loteng

Tanjung Pati,      Januari 2021

Pengguna Anggaran

Radimas, S.Pd



 

2020 2019

(DIN.PERPUST &KEARSIPAN) (DIN.PERPUST &KEARSIPAN)

1 Ekuitas Awal 1,487,558,594.53      1,314,282,388.36    

2 Surplus/defisit - LO (3,529,045,538.74)     (3,058,970,068.83)   

3 R/K PPKD 3,236,609,513.00      3,232,246,275.00    

4 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar 1,897,360,000.00      -                               

Koreksi Akm. Penysutan Pertama kali -                               

Koreksi Hutang Tahun Lalu -                             

Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat

Mutasi Tambah  Aset Tetap 2,158,393,684.00      

Mutasi Kurang  Aset Tetap         (261,033,684.00) -                               

Mutasi tambah  Aset Lainnya

Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Akumulasi Penyusutan AT-PM Tahun sebelumnya                                 -   -                               

5 3,092,482,568.79      1,487,558,594.53    

 Neraca 31/12/2017dan 2016 3,092,482,568.79      1,487,558,594.53    

-                             

NOMOR Uraian

Tanjung Pati,      Januari 2021

Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS  PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

LAPORAN  PERUBAHAN EKUITAS

PER  31  DESEMBER 2020 DAN 2019

Ekuitas Akhir
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KEGIATAN OPERASIONAL

8 PENDAPATAN - LO -                                    

8.1 I -                                    

8.1.1 1 Pendapatan Pajak Daerah - LO -                                    

8.1.2 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO -                                    

8.1.3 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  - LO -                                    

8.1.4 4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya  - LO -                                    

8.2 II -                                    

8.2.1 1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN -                                    

8.2.1.01 1.1 Dana Bagi Hasil Pajak -                                    

8.2.1.02 1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -                                    

8.2.1.03 1.3 Dana Alokasi Umum -                                    

8.2.1.04 1.4 Dana Alokasi Khusus -                                    

8.2.2 2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA -                                    

8.2.2.01 2.1 Dana Otonomi Khusus

8.2.2.03 2.2 Dana Penyesuaian -                                    

8.2.3 3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI -                                    

8.2.3.01 3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi -                                    

8.2.3.01.01 3.1.1     BH Pajak Kendaraan Bermotor -                                    

8.2.3.01.02 3.1.2     BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -                                    

8.2.3.01.03 3.1.3     BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -                                    

8.2.3.01.04 3.1.4     BH Pajak Air Permukaan -                                    

8.2.3.01.05 3.1.5     BH Pajak Rokok -                                    

8.2.3.02 3.2 Pendapatan Bagi Hasil  Lainnya

8.3 III -                                    

8.3.1 1 Pendapatan Hibah -                                    

8.3.2 2 Pendapatan Dada Darurat

JUMLAH PENDAPATAN -                                  -                                    

9 BEBAN 3,529,045,538.74       3,145,322,268.83          

9.1 BEBAN OPERASI - LO

9.1.1 2,167,124,513.00       1,695,136,207.00          

9.1.1.01 BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN - LO 1,622,692,956.00       1,196,414,795.00          

9.1.1.01.01 1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO 1,080,224,600.00 761,215,400.00 

9.1.1.01.02 2 Tunjangan Keluarga-LO 91,102,879.00 72,916,003.00 

9.1.1.01.03 3 Tunjangan Jabatan-LO 137,880,000.00 101,120,000.00 

9.1.1.01.04 4 Tunjangan Fungsional-LO               9,600,000.00                  9,600,000.00 

9.1.1.01.05 5 Tunjangan Fungsional Umum-LO 16,065,000.00 11,060,000.00 

9.1.1.01.06 6 Tunjangan Beras-LO 54,532,260.00 39,975,840.00 

9.1.1.01.07 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO 2,699,537.00 2,161,957.00 

8 Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian 10,370,159.00 7,303,847.00 

9.1.1.01.08 9 Gaji Ketiga Belas 110,949,463.00 93,095,709.00 

9.1.1.01.09 10 Tunjangan Hari Raya 109,269,058.00 97,966,039.00 

9.1.1.01.10 11 Pembulatan Gaji - LO

9.1.1.01.11 12 Iuran Jaminan Kesehatan-LO

9.1.1.01.12 13 Uang Paket-LO

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN  OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  31  DESEMBER 2020 DAN 2019

No. Uraian 2020 2019
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No. Uraian 2020 2019

9.1.1.01.13 14 Tunjangan Badan Musyawarah-LO

9.1.1.01.14 15 Tunjangan Komisi-LO

9.1.1.01.15 16 Tunjangan Badan Anggaran-LO

9.1.1.01.16 17 Tunjangan Badan Kehormatan-LO

9.1.1.01.17 18 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya-LO

9.1.1.01.18 19 Tunjangan Perumahan-LO

9.1.1.01.19 20 Uang Duka Wafat/Tewas-LO

9.1.1.01.20 21 Uang Jasa Pengabdian-LO

9.1.1.01.21 22 Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD-LO

9.1.1.01.22 23 Beban Pegawai BLUD Rumah Sakit-LO
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No. Uraian 2020 2019

9.1.1.02 BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS - LO 544,431,557.00 459,032,412.00 

9.1.1.02.01 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO 544,431,557.00 459,032,412.00 

9.1.1.02.02 2 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas-LO

9.1.1.02.03 3 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO

9.1.1.02.04 4 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi-LO

9.1.1.02.05 5 Tambahan penghasilan guru-LO

9.1.1.02.06 6 Tunjangan profesi guru-LO

9.1.1.03 BEBAN PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH - LO- -

9.1.1.03.01 1

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-LO - -

9.1.1.03.02 2

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan 

KDH/WKDH-LO

- -

9.1.1.04 BEBAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - LO - -

9.1.1.04.01 1

Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pertambangan-LO

- -

9.1.1.04.02 2

Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkebunan-LO

- -

9.1.1.05 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - LO - -

9.1.1.05.06 1 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel-LO - -

9.1.1.05.07 2

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran-LO - -

9.1.1.05.08 3

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan-LO - -

9.1.1.05.09 4

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame-LO - -

9.1.1.05.10 5

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan 

Jalan-LO

- -

9.1.1.05.12 6

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah-LO - -

9.1.1.05.13 7 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung 

Walet-LO

- -

9.1.1.05.14 8 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan-LO

- -

9.1.1.05.15 9 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO

- -

9.1.1.05.16 10 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan-LO

- -

9.1.1.06 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - LO - -

9.1.1.06.01 1

Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan 

Kesehatan-LO

- -

9.1.1.06.05 2 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir 

di Tepi Jalan Umum-LO

- -

9.1.1.06.06 3

Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar-

LO

- -

9.1.1.06.07 4 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian 

Kendaraan Bermotor-LO

- -

9.1.1.06.14 5 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian 

Menara Telekomunikasi-LO

- -

9.1.1.06.15 6 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian 

Kekayaan Daerah-LO

- -

9.1.1.06.18 7 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal-LO - -

9.1.1.06.19 8 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus 

Parkir-LO

- -

9.1.1.06.26 9 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan 

Bangunan-LO

- -

9.1.1.06.28 10

Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan-

LO

- -

9.1.1.06.29 11

Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek-LO - -

9.1.1.07 UANG LEMBUR - LO - 39,689,000.00 

9.1.1.07.01 1 Uang Lembur PNS-LO 39,689,000.00 

9.1.1.07.02 2 Beban Uang Lembur Non PNS-LO



Rekenin

64/2013
1 2 3  

No. Uraian 2020 2019

9.1.2 28,602,091.00 99,635,000.00 

9.1.2.01 BEBAN BAHAN PAKAI HABIS 27,576,091.00 87,685,000.00 

9.1.2.01.01 1 Beban alat tulis kantor-LO 22,986,091.00 64,440,000.00 

9.1.2.01.02 2 Beban Belanja dokumen/administrasi tender-LO

9.1.2.01.03 3 Beban alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, 

kabel listrik)-LO

1,640,000.00 1,170,000.00 

9.1.2.01.04 4 Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO 900,000.00 6,600,000.00 

9.1.2.01.05 5 Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO 1,600,000.00 1,995,000.00 

9.1.2.01.06 6 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas-LO 450,000.00 

9.1.2.01.08
7

Beban pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan pasien)-LO

9.1.2.01.09 8 Beban peralatan/perlengkapan kantor pakai habis-LO

9.1.2.01.10 9 Beban Peralatan Dokter Pakai Habis-LO

9.1.2.01.11 10 Beban Peralatan Laboratorium Pakai Habis-LO

9.1.2.01.12 11

Beban Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah tangga)-

LO

BEBAN PERSEDIAAN
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9.1.2.01.13
12

Beban Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)-LO 9,700,000.00 

9.1.2.01.14 13

Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)-LO 2,280,000.00 

9.1.2.01.15 14 Beban Belanja alat tulis / seminar kit peserta-LO

9.1.2.01.16 15 Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, 

lambang negara-LO

1,500,000.00 

9.1.2.02 BEBAN PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL- LO 1,026,000.00 11,950,000.00 

9.1.2.02.01 1 Beban  Bahan baku bangunan-LO

9.1.2.02.02 2 Beban Bahan/bibit tanaman-LO

9.1.2.02.03 3 Beban Bibit ternak / ikan-LO

9.1.2.02.04 4 Beban Bahan obat-obatan-LO 10,000,000.00 

9.1.2.02.05 5 Beban Bahan kimia-LO

9.1.2.02.07 6 Beban Bahan Material Pameran-LO

9.1.2.02.08 7 Beban Bahan Material Keterampilan-LO

9.1.2.02.09 8 Beban kelengkapan kerja lapangan-LO 1,026,000.00 1,950,000.00 

9.1.2.02.10 9 Beban Bahan Percontohan-LO

9.1.2.02.11 10 Beban Bahan Percobaan-LO

9.1.2.02.12 11 Beban Bahan Penguji Kendaraan-LO

9.1.2.02.13 12 Beban Bahan Makanan Ternak-LO

  

 469,700,455.00 836,498,184.00

9.1.2.03 BEBAN JASA KANTOR 24,895,154.00 26,240,644.00 

9.1.2.03.01 1 Beban jasa telepon-LO 7,726,700.00 7,919,339.00 

9.1.2.03.02 2 Beban jasa air-LO 725,000.00 399,665.00 

9.1.2.03.03 3 Beban jasa listrik-LO 9,923,162.00 7,559,140.00 

9.1.2.03.04 4 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang-LO

9.1.2.03.05 5 Beban jasa surat kabar/majalah-LO 5,235,000.00 5,162,500.00 

9.1.2.03.06 6 Beban jasa kawat/faksimili/internet-LO

9.1.2.03.07 7 Beban jasa paket/pengiriman-LO 1,285,292.00 

9.1.2.03.08 8 Beban jasa Sertifikat-LO

9.1.2.03.09 9 Beban jasa Transaksi Keuangan-LO

9.1.2.03.12 10 Beban jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, 

Kebersihan, Pendidikan)-LO9.1.2.03.13 11 Beban Belanja Pendidikan (SPP)-LO

9.1.2.03.14 12 Beban Pajak Bumi dan Bangunan-LO

9.1.2.03.15 13 Beban jasa Pembangunan Sistem Jaringan-LO

9.1.2.03.16 14 Beban jasa Pengganti Transportasi-LO 5,200,000.00 

9.1.2.03.17 15 Beban jasa Akomodasi dan Konsumsi-LO

9.1.2.03.18 16 Beban Belanja Bulanan-LO

9.1.2.03.19 17 Beban jasa Laboratorium-LO

9.1.2.03.20 18 Beban Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien-LO

9.1.2.03.21 19 Belanja Pemuda-LO

9.1.2.03.22 20 Belanja Olahraga-LO

9.1.2.03.23 21 Belanja Pariwisata-LO

9.1.2.04 BEBAN PREMI ASURANSI - -

9.1.2.04.01 1 Beban jasa Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat-LO

9.1.2.04.02 2 Beban jasa Asuransi Barang Milik Daerah-LO

9.1.2.04.03 3 Beban jasa  Premi Asuransi Jiwa-LO

9.1.2.04.04 4 Beban jasa Pelayanan Kesehatan-LO

9.1.2.05 BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 45,992,301.00 114,986,540.00 

9.1.2.05.01 1 Beban jasa Jasa Service-LO 6,803,400.00 10,199,340.00 

9.1.2.05.02 2 Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO 11,838,901.00 16,400,000.00 

9.1.2.05.03 3 Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO 27,350,000.00 85,950,000.00 

BEBAN JASA
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9.1.2.05.04 4 Beban Belanja Jasa KIR-LO

9.1.2.05.05 5 Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO 2,437,200.00 

9.1.2.06 BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN 17,581,000.00 80,556,000.00 

9.1.2.06.01 1 Beban Belanja cetak-LO 5,581,000.00 36,685,000.00 

9.1.2.06.02 2 Beban Belanja Penggandaan-LO 12,000,000.00            32,671,000.00               

3 Belanja Publikasi 11,200,000.00               

9.1.2.06.03 4 Beban  Jilid/Cetak Non  Cover-LO

9.1.2.06.04 5 Beban  Buku

9.1.2.07 BEBAN SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR - -

9.1.2.07.01 1 Beban Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas-LO

9.1.2.07.02 2 Beban Belanja sewa gedung/ kantor/tempat-LO - -

9.1.2.07.03 3 Beban Belanja sewa ruang rapat/pertemuan-LO

9.1.2.07.04 4 Beban Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana 

mobilitas-LO9.1.2.08 BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS - -

9.1.2.08.01 1 Beban Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat-LO

9.1.2.10

BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR - 3,400,000.00 

9.1.2.10.01 1 Beban Belanja sewa meja kursi-LO

9.1.2.10.05 2 Beban Belanja sewa tenda-LO 3,000,000.00 

9.1.2.10.06 3 Beban Belanja sewa pakaian adat/tradisional-LO

9.1.2.10.07 4 Beban Belanja sewa sound system-LO 400,000.00 

9.1.2.10.08 5 Beban Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias-LO

9.1.2.10.09 6 Beban Belanja sewa peralatan khusus-LO

9.1.2.10.10 7 Beban Belanja Sewa Senjata Api-LO

9.1.2.11 BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN 18,205,000.00 45,550,000.00 

9.1.2.11.01 1 Belanja makanan dan minuman harian pegawai-LO -

9.1.2.11.02 2 Belanja makanan dan minuman rapat-LO 9,405,000.00 17,875,000.00 

9.1.2.11.03 3 Beban Belanja makanan dan minuman tamu-LO 8,800,000.00 17,875,000.00 

9.1.2.11.04
4

Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan-LO 9,800,000.00 

9.1.2.11.05 5 Beban Belanja makanan dan minuman pasien-LO

9.1.2.12 BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA - -

9.1.2.12.01 1 Beban Pakaian Dinas KDH/WKDH

9.1.2.12.02 2 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)-LO

9.1.2.12.03 3 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)-LO

9.1.2.12.04 4 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO -

9.1.2.12.05 5 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)-LO

9.1.2.12.06 6 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)-LO

9.1.2.13 BEBAN PAKAIAN KERJA - 3,000,000.00 

9.1.2.13.01 1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan-LO 3,000,000.00 

9.1.2.14 BEBAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU - -

9.1.2.14.01 1 Belanja pakaian KORPRI-LO

9.1.2.14.02 2 Beban Belanja pakaian adat daerah-LO

9.1.2.14.04 3 Belanja pakaian Olahraga-LO

9.1.2.14.05 4 Beban Belanja pakaian Paskibraka-LO

9.1.2.14.06 5 Beban Belanja Pakaian Peserta-LO

9.1.2.24 HONORARIUM NON PNS 273,177,000.00 243,770,000.00 

9.1.2.24.01 1

Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor-

LO 1,600,000.00                 

9.1.2.24.02 2 Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap-LO 27,950,000.00 27,950,000.00 

9.1.2.24.03 3 Beban Honorarium moderator-LO

9.1.2.24.04 4 Beban Honorarium MC / Pembawa Acara-LO 175,000.00 
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9.1.2.24.05 5 Beban Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an-LO 300,000.00 

9.1.2.24.06 6 Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO 100,000.00 

9.1.2.24.07 7 Beban Honorarium Penceramah Agama / Konselor-LO

9.1.2.24.08 8 Beban Honorarium Juri / Penilai / Pembina-LO 1,500,000.00 

9.1.2.24.09 9 Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO 14,520,000.00 

9.1.2.24.10 10 Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO 213,480,000.00 198,420,000.00 

9.1.2.24.11 11 Beban Belanja Jasa Konsultansi Penelitian-LO

9.1.2.24.12 12 Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-LO 17,227,000.00 

9.1.2.24.13 13 Beban Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan-LO

9.1.2.24.14 14 Beban Belanja Jasa Konsultansi Apraisal-LO

9.1.2.24.15 15 Beban Belanja Jasa Konsultansi Pendataan-LO

9.1.2.24.16 16 Beban Honorarium Petugas Kebersihan-LO

9.1.2.24.17 17 Beban Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor-LO

9.1.2.24.18 18 Beban jasa Pengamanan Kantor (Security)-LO

9.1.2.24.19 19 Beban jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak 

/ Elektronik-LO

13,725,000.00 

Beban Belanja Jasa Konsultansi Apraisal-LO

9.1.2.25 HONORARIUM PNS 89,850,000.00 318,995,000.00 

9.1.2.25.01 1 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO -

9.1.2.25.02 2 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO 3,400,000.00 1,000,000.00 

9.1.2.25.03 3 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-LO

9.1.2.25.04 4 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran- 13,800,000.00 13,800,000.00 

9.1.2.25.05 5 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK 

SKPD) dan Pembantu PPK-LO

10,500,000.00 7,200,000.00 

9.1.2.25.06 6 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan 

Pembantu PPTK-LO

45,500,000.00 54,475,000.00 

9.1.2.25.07 7 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara 15,300,000.00 15,300,000.00 

9.1.2.25.08 8 Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO 1,350,000.00 250,000.00 
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9.1.2.25.09 9 Beban Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga-LO

9.1.2.25.10 10 Beban  kursus-kursus singkat/ pelatihan-LO 12,720,000.00 

9.1.2.25.11 11 Beban Belanja sosialisasi-LO 140,103,000.00 

9.1.2.25.12 12 Beban Belanja bimbingan teknis-LO 74,147,000.00 

9.1.2.25.13 13

Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator-

LO

9.1.2.18 25,417,370.00 5,200,000.00

9.1.2.18.02 Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-LO

9.1.2.18.06 1 Beban Belanja Pemeliharan Jalan-LO

9.1.2.18.07 2 Beban Belanja Pemeliharan Jembatan-LO

9.1.2.18.08 3 Beban Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding-LO 21,792,770.00 

9.1.2.18.09 4 Beban Belanja Pemeliharan Atap/Loteng-LO -

9.1.2.18.10 5 Beban Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir-LO

9.1.2.18.11 6

Beban Belanja Pemeliharaan Plang Nama 

Gedung/Tugu/Monumen-LO

9.1.2.18.12 7

Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-

LO

3,624,600.00 5,200,000.00 

9.1.2.18.13 8 Beban Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi-LO

9.1.2.18.14 9 Beban Belanja Pemeliharaan Mesin Foging-LO

9.1.2.18.15 10 Beban Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman-LO

9.1.2.15 92,665,400.00 444,350,484.00 

9.1.2.15.01 1 Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO 8,880,000.00 143,115,000.00 

9.1.2.15.02 2 Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO 83,785,400.00 301,235,484.00 

9.1.2.15.03 3 Beban perjalanan dinas luar negeri

450,000.00 777,200.00

Aset ektracomtable 450,000.00                 777,200.00                    

745,085,709.74 63,725,193.83

 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 738,330,675.00          57,640,661.00                  

 Beban penyusutan Gedung dan Bangunan 6,755,034.74              6,084,532.83                 

 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jembatan 

 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 

9.1.5 - -

9.1.5.04 BEBAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT - -

9.1.5.04.01 1

Beban Belanja hibah kepada Kelompok/anggota masyarakat-LO

9.1.5.04.02 2 Beban Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada 

Masyarakat/Pihak Ketiga yang tidak termasuk hibah dan bantuan 

- -

9.1.5.04.03 3 Beban Belanja hibah kepada kekompok tani-LO

9.1.5.04.04 4 Beban Belanja hibah kepada kelompok perikanan-LO

9.1.5.04.05 5 Beban Belanja Hibah yang kepada masyarakat-LO -

9.1.5.04.06 6 Beban Belanja Barang Untuk Pertanian-LO

9.1.5.04.07 7 Beban Belanja Barang Untuk Kehutanan-LO

9.1.5.04.08 8 Beban Belanja Barang dan jasa yang akan diserahkan kepada 

masyarakat-LO9.1.5.05 BEBAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN - -

BEBAN LAIN-LAIN

BEBAN HIBAH

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

BEBAN PEMELIHARAAN

BEBAN PERJALANAN DINAS
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9.1.5.05.02 1

Beban Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak 

Ketiga-LO

-

9.1.5.05.03 2

Beban Belanja Hibah Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak 

Ketiga-LO

9.1.5.05.04 3 Beban Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi-LO

9.1.6 - -

9.1.6.01 BEBAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL - -

9.1.6.01.02 1 Beban Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada 

Masyarakat-LO
9.1.6.01.03 2 Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga 

yang direncanakan-LO
9.1.6.01.04 3 Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang 

tidak direncanakan-LO
9.1.6.01.05 4 Beban Belanja Tidak Terduga-LO

BEBAN BANTUAN SOSIAL
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9.2 - -

9.2.1.01.02 1

Beban Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 

Desa-LO

9.2.4.01.01 2 Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari 

(DAUN)-LO9.2.4.01.02 3 Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari 

(DAKN)-LO9.2.5.01.01 4 Beban Belanja Bantuan Kepada Partai Politik-LO.

9.2.7.01.01 5 Beban Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada 

Pemerintahan Desa-LO 3,529,045,538.74       3,145,322,268.83          

Tanjung Pati,      Januari 2021

Pengguna Anggaran

BEBAN TRANSFER

JUMLAH BEBAN
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Tugas Pokok 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Pembinaan Fungsi : 

Dalam melaksanakan tugas Dinas  Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan  

b. Penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta pelayanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya. 

c. Pembinaan dan pelaksana tugas di bidang Perpustakaan danKearsipan  

 

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  Kabupaten Lima Puluh Kota disusun 

sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2020, 

sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan 

kerja. 

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas 

pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepekati 

antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan 

posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Laporan keuangan 

menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan dan berdampak pada   sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Dengan demikian, Laporan keuangan 

diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam 

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. 

 

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan 

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA/DPPA mengacu kepada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut 

maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi 

dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.  
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1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2013 adalah 

seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut : 

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat 

Undang-Undang Dasar 1945; 

- Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara; 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah; 

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang 

tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 

I. Pendahuluan 

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan; 

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; 

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan; 

 

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 

2.1 Ekonomi Makro; 

2.2 Kebijakan Keuangan; 

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD; 

 

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan; 

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan; 

 

IV. Kebijakan Akuntansi 

4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah; 

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; 

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan; 
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4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar 

akuntansi pemerintahan. 

4.4.1  Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA 

4.4.2  Kebijakan Akuntansi – LO 

4.4.3  Kebijakan Akuntansi Belanja 

4.4.4  Kebijakan Akuntansi Beban 

 

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan 

5.1 Laporan Realisasi Anggaran 

5.2 Neraca 

5.3 Laporan Operasional 

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas 

 

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan 

 

VII. Penutup 
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN 
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 

 
 

2.1  Kebijakan Keuangan 

Kebijakan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  dalam mengelola DPA/DPPA Tahun 

Anggaran 2020 meliputi hal berikut : 

2.2.1  Kebijakan Aspek Belanja 

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan 

rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui 

penghematan dalam segala bidang.Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak 

mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun 

garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut : 

 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran 

 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama 

kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat. 

 Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja 

 

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA/DPPA Dinas Perpustakaan  dan 

Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap 

alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA/DPPA dikaitkan dengan tingkat 

pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.Dengan demikian, DPA/DPPA Dinas 

Perpustakaan dan KearsipanKabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu 

yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. 

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  menyusun Penetapan Kinerja yang 

termuat dalam 7 (tujuh) program utama, yaitu : 

1.  Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya administrasi perkantoran. Program ini 

dijabarkan melalui 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu : 

 

No Kegiatan Anggaran Realisasi (%) 

1 Penyediaan jasa surat menyurat  2.200.000,- 2.185.292,- 100 % 

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 
air dan listrik 

20.800.000,- 18.374.862,- 100 % 

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 169.630.000,- 169.630.000,- 100 % 

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.120.000,- 16.120.000,- 100% 

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.637.000,- 3.624.600, 100 % 

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.986.091,- 22.986.091,- 100% 

7 Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan 

17.581.000,- 17.581.000,- 100% 

8 Penyediaan komponen Instalasi 
Listrik/penerangan bangunan kantor 

1.640.000,- 1.640.000,- 100% 

9 Penyediaan makanan dan minuman 18.205.000,- 18.205.000,- 100 % 

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 
luar daerah  

40.443.000,- 40.443.000,- 100% 
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2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur. Program ini 

dijabarkan melalui 7 (tujuh) kegiatan, yaitu : 

 

No Kegiatan Anggaran Realisasi (%) 

1 Pembangunan gedung kantor 217.500.000,- 215.633.684,- 100 % 

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.500.000,- 1.500.000,- 100% 

3 Pengadaan peralatan gedung kantor 38.000.000,- 38.000.000,- 100% 

4 Pengadaan meubeleur 0 0 0 

5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 21.793.000,- 21.792.770,- 100% 

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional 

52.490.000,- 52.442.301,- 100 % 

7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 219.943.000,- 219.943.000,- 100% 

 

3.   Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  

 Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya peningkatan minat budaya bacadan system 

pelayanan perpustakaanprogram ini di jabarkan melalui 9 (sembilan) kegiatan, yaitu : 

 

No Kegiatan Anggaran Realisasi (%) 

1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan 
membaca untuk mendorong terwujudnya 
masyarakat pembelajar  

58.620.000,- 58.620.000,- 100 % 

2 Pengembangan minat dan budaya baca 4.535.000,- 4.535.000,- 100 % 

3 Suvervisi ,pembinaan dan stimulasi pada 
perpustakaan umum,perpustakaan khusus 
perputakaan sekolah dan perpustakaan 
masyarakat 

16.355.000,- 16.355.000,- 100 % 

4 Pelaksanaan koordinasi pengembangan 
perpustakaan 

14.520.000,- 14.520.000,- 100 % 

5 Penyediaan bantuan pengembangan 
perpustakaan dan minat baca di daerah 

15.370.000,- 15.370.000,- 100 % 

6 Perencanaan dan penyusunan program dan 
budaya baca  

10.341.400,- 10.341.400,- 100 % 

7 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya 
baca  

0 0 0 

8 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan 
umum daerah 

0 0 0 

9 Monitoring evaluasi dan pelaporan  1.730.000,- 1.730.000,- 100 % 
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4.  Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan  

Sasaran dari program ini adalah peningkatan ketersediaan data dan kajian peningkatan sistem 

informasi arsip. Program ini di jabarkan melalui 3( tiga ) kegiatan, yaitu : 

No Kegiatan Anggaran Realisasi (%) 

1 Pembangunan data base informasi 
kearsipan 

11.127.000,- 11.127.000,- 100 % 

2 Pengumpulan data  3.745.000,- 3.745.000,- 100% 

3 Kajian sistem  informasai kearsipan 1.910.000,- 1.910.000,- 100 % 

 

 

5.   Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah  

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya pengolahan, pemeliharaan, terdata,   

tertatanya/ terduplikatnya dokumen arsip  dalam bentuk informatika. Program ini di jabarkan 

melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu : 

No Kegiatan Anggaran Realisasi (%) 

1 Pengadaan sarana pengolahan dan 
penyimpanan arsip 

0 0 0 

2 Pendataan  dan penataan 
dokumen/arsipdaerah  

2.565.000,- 2.565.000,- 100 % 

3 Penduplikatandokumen/arsip daerah dalam 
bentuk informatika 

7.565.000,- 7.540.000,- 100 % 

4 Akuisisi arsip  2.165.000,- 2.165.000,- 100 % 

 

6.  Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan. 

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan sarana dan 

prasarana. Program ini di jabarkan melalui 3 ( tiga ) kegiatan, yaitu : 

No Kegiatan Anggaran Realisasi (%) 

1 Pemeliharaanrutin/ berkala sarana 
pengolahan dan penyimpanan arsip 

43.500.000,- 43.500.000,- 100% 

2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1.375.000,- 1.375.000,- 100% 

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi 
situasi data  

710.000,- 710.000,- 100% 
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7.  Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi  

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan informasi 

Program ini di jabarkan melalui 3 ( tiga ) kegiatan, yaitu : 

No Kegiatan Anggaran Realisasi (%) 

1 Penyusunan dan penertiban naskah sumber 
arsip 

1.425.000,- 

 

1.425.000,- 

 

100 % 

2 Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di 
lingkungan instansi pemerintah/ swasta 

910.000,- 910.000,- 100 % 

3 Penilaian pengelolaan arsip daerah 10.940.000,- 10.940.000,- 100 % 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

3.1  Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

3.1.1  Belanja 

Total realisasi belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.236.609.513,- Jumlah tersebut mencapai 98,94% 

dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 3.271.407.108,- dengan rincian sebagai 

berikut : 

Jenis Belanja 
Anggaran Realisasi 

Rp Rp % 

Belanja Operasi  

Belanja Pegawai Rp.2.197.530.617 Rp. 2.167.124.513 98,62% 

Belanja Barang Rp. 818.976.491 Rp. 815.951.316 99,63 % 

Belanja Hibah  - - -  

Belanja Modal  

Belanja Peralatan dan 
Mesin  

Rp.  39.500.000,- Rp.  39.500.000,- 100 % 

Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

Rp. 215.400.000,- Rp.214.033.684,- 99,37% 

Jumlah Rp. 3.271.407.108,-  Rp. 3.236.609.513,- 98,94% 

 
Pada Belanja Pegawaidari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.197.530.617,- terealisasi 

sebesar Rp. 2.167.124.513,- atau sebesar 98,62 %. Terdapat perbedaaan antara anggaran dan 

realisasi sebesar Rp. 30.406.104,- disebabkan karena perbedaan jumlah pegawai pada awal 

penyusunan anggaran 2020dengan tahun anggaran  berjalan. 

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 

818.976.491,- terealisasi sebesar Rp. 815.951.316,- atau sebesar 99,63 %.Terdapat perbedaan 

antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.025.175,-  

 Sedangkan untuk belanja modal Belanja Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar 

Rp.  39.500.000,-  terealisasi sebesar Rp. 39.500.000,- atau sebesar 100 %. 

Pada Belanja Modal Gedung dan Bangunandari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar 

Rp. 215.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 214.033.684,- atau sebesar 99,37 %.Terdapat 

perbedaaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 1.366.316,-  
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3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 

 

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang 

berarti. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik 

dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas 

tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi 

keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan. 

4.1  Ekuitas Akuntansi 

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu SKPD di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban 

menyampaikan laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Lima Puluh 

Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan. 
 

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah basis akuntansi akrual. 

 

1) Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 

Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, Belanja 

dalam laporan realisasi anggaran.  

Pendapatan –LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam 

periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar 

kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan –LRA diakui pada saat kas terima di kas 

Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto. 

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui kas daerah yang mengurangi Ekuitas dalam 

periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah.Khusus 

pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi saat pertanggung 

jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi 

perbendaharaan. 

2) Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada neraca berdasarkan basis akrual. Aset 

merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan 

diharapkan diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam 

satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 
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bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 

budaya. 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah.Sedangkan Ekuitas adalah 

kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.Mutasi pos-

pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi 

atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah 

daerah tanpa memperhatikan saat kas setara kas diterima atau dibayar. 

3) Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE) 
 

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kabupaten adalah sebagai berikut : 

1)  Kas dan Setara Kas 

 Kas dicatat sebesar nilai nominal.Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai 

rupiahnya.Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, konversi menjadi rupiah 

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 
 

2)  Piutang 

 Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/ nilai rupiah piutang belum dilunasi. 
 

3)  Investasi Jangka Pendek 

 Investasi dalam bentuk surat berharga : 

 Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang 

didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya 

 Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga 

pasarnya. 

 Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito 

berjangka waktu 6 bulan. 

4)  Persediaan  

 Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.Biaya perolehan persediaan meliputi 

harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara 

langsung dapat dibebankan pada peroleh persediaan.Potongan harga, rabat dan lainnya yang 

serupa mengurangi biaya perolehan. 

5)  Investasi Jangka Panjang 

 Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya 

tambahan lainnya untuk memperolehnya kepemilikan yang sah atas investasi tersebut ( at 

cost ) 

 Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daeah 

maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari 

total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika 

persentase kepemilikan melebihi 20% dan pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikasi 
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atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka metode 

cost.  

 Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan 

menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan ( Net realizable Value ). 
 

6)  Tanah 

 Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga 

pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh 

hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan 

biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal 

dan honor tim/panitia pengadaan. 
 

7)  Gedung dan Bangunan 

 Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan.Biaya perolehan gedung dan bangunan 

meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai 

siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk 

biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada 

nilai wajar / taksiran pada saat perolehan. 
 

8)  Peralatan dan Mesin 

 Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat asset tetap 

tersebut diperoleh.Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah 

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai 

siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk 

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap pakai.  

 

9)  Aset Tetap Lainnya 

 Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan.Biaya perolehan asset tetap lainnya yang 

diperoleh melalui kontaro meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan 

pengawasan, pajak serta biaya perizinan. 

 Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap tersebut. 

 

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam 

Standar Akuntansi Pemerintah 

4.4.1  Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LRA 

Pendapatan –LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang 

menambah saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 

menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

Pendapatan –LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat  

1. Diterima di rekening kas umum daerah atau 

2. Diterima oleh SKPD atau 

3. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD 
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Pendapatan –LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 
 

4.4.2  Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LO 

Pendapatan –LO adalah hak atas pendapatan daerah yang diakui sebagai penambah 

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 

kembali. 

Pendapatan –LO diakui pada saat : 

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned atau 

2. Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran kas masuk sumber daya ekonomi baik 

sudah diterima pembayaran secara tunai ( realized). 

Pendapatan –LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran) 

 

4.4.3  Kebijakan Akuntansi Belanja 

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum daerah yang mengurangi saldo 

anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah  

Belanja diakui pada saat terjadi dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di 

SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-

masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara 

pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-

SKPD 

Belanja diukur dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. 

4.4.4  Kebijakan Akuntansi Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan 

yang menurunkan akuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau 

timbulnya kewajiban. 

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih. 

Beban diakui saat : 

Timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak ke pemerintah tanpa diikuti 

keluarnya kas dari kas umum daerah.Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening 

listrik seperti yang tertulis di atas. 

Terjadinya konsumsi asset 

Terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak 

didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan 

operasional pemerintah. 

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan 

nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset  

bersangkutan/berlakunya waktu. 
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Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. 

Beban diukur dan dicatat sebesar bebas yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu 

besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi asset dan besaran terjadinya 

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 
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BAB V 

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN 

 

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 

No Perkiraan Realisasi 2020 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) 

5 Belanja 3.236.609.513,- 3.232.251.275,- 

5.1 Belanja Operasi 2.983.075.829,- 3.080.819.875,- 

5.1.1 Belanja Pegawai  2.167.124.513,- 1.695.136.207,- 

Jumlah tersebut merupakan belanja pegawai dalam tahun anggaran 2020 dan tahun 

2019. jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas : 

1 Gaji dan tunjangan 1.622.692.956,- 1.196.414.795,- 

2 Tambahan penghasilan 544.431.557,- 459.032.412,- 

3 Uang lembur - 39.689.000,- 

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 815.951.316,- 1.385.683.668,- 

Jumlah tersebut merupakan belanja barang dan jasa pada Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan dalam tahun anggaran 2020 dan tahun 2019 di mana jumlah realisasi belanja 

barang dan jasa mencapai 99,63 % dari anggaran yang ditetapkan. Rincian belanja 

barang dan jasa terinci sebagai berikut : 

1 Belanja bahan pakai habis 28.602.091,- 87.355.000,- 

2 Belanja bahan/material - 12.280.000,- 

3 Belanja jasa kantor 252.895.154,- 239.985.644,- 

4 Belanja Perawatan Kendaraan 
Bermotor 

45.992.301,- 114.986.540,- 

5 Belanja cetak dan Penggandaan  17.581.000,- 80.556.000,- 

6 Belanja sewa gedung - - 

7 Belanja sewa perlengkapan dan 
peralatan kantor 

- 3.400.000,- 

8 Belanja makanan dan minuman 18.205.000,- 45.550.000,- 

9 

 

Belanja perjalanan dinas 92.665.400,- 444.350.484,- 

10 Belanja pemeliharaan 224.983.370,- 5.200.000,- 

11 Belanja kursus, pelatihan, 
sosialisasi dan bimbingan teknis 
PNS 

- 226.970.000,- 

12 Honorarium PNS 89.850.000,- 92.025.000,- 

13 Honorarium non PNS 27.950.000,- 30.025.000,- 
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5.1.3 Belanja Hibah - - 

1 Belanja Hibah ke 
nagari/masyarakat 

- - 

Tidak ada belanja hibah di tahun 2020 

5.2 Belanja Modal 253.533.684,- 151.431.400,- 

Belanja tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal dalam tahun 2020. 

Jumlah realisasi dan anggaran belanja modal tersebut terinci atas : 

A. Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 

39.500.000,- 34.390.000,- 

1 Belanja Modal Pengadaan Alat 
Rumah Tangga 

- - 

2 Belanja Modal Pengadaan 
Komputer/PC 

38.000.000,- 14.650.000,- 

3 Belanja Modal Pengadaan Meja 
dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat  

- 13.140.000,- 

4 Belanja Modal Pengadaan Alat 
studio 

- 500.000,- 

5 Belanja Modal Pengadaan Alat 
Pendingin ruangan AC/Kipas 
angin 

1.500.000 - 

B. Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

214.033.684,- - 

1 Belanja Modal Pengadaan 
Bangunan Gedung Tempat kerja 

214.033.684,- - 

C. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 117.041.400,- 

1 Belanja Modal pengadaan buku 
bacaan pustaka 

- 42.413.000,- 

2 Belanja Modal Jasa Kontruksi - 74.628.400,- 
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5.2 Neraca  
 

1. Aset Tahun 2020(Rp) Tahun 2019(Rp) 

1.1. Aset Lancar   

a. Kas di Bendahara Penerimaan - - 

b. Kas di bendahara Pengeluaran - - 

1.3. Aset Tetap 
Tahun 2020                         

(Rp) 
Tahun 2019                                                              

(Rp) 

1.3.1 Tanah 1.644.441.684,- Rp 12.408.000,- 

Terdapat penambahan nilai asset tanah dari tahun 2019 ke tahun 2020, yang mana asset 
tanah tersebut merupakan mutasi tambah dari  Setda dan reklas dari gedung dan 
bangunan (KIB C). 

 Tahun 2020 

(Rp) 

Tahun 2019 

(Rp) 

1.3.2 Peralatan dan Mesin 2.102.588.805,- 1.584.178.805,- 

Jumlah tersebut merupakan nilai asset peralatan dan mesin tahun 2020 dan 2019.  

Terdapat mutasi nilai asset peralatan dan mesin sebesar Rp 518.410.000,-dengan rincian 

mutasi sebagai berikut : 
 

Mutasi tambah   

- Belanja modal 2020 Rp 39.500.000,- 

- Mutasi dari Dinkes (BTT)dengan rincian: 

o Pompa semprot manual   1 unit 

o Thermal Gun  1 buah 

 

Rp 450.000,- 

Rp 1.000.000,- 

- Mutasi dari Setda dengan rincian: 

o Mobil toyota kijang kapsul 2019 BA 
1943 C 

o Mobil ford 2008 BA 1952 C 

o Mobil toyota kijang kapsul 1994 BA 
1941 C 

 

Rp 128.000.000,- 

 

Rp 349.910.000,- 

Rp 47.000.000,- 

- Jumlah Rp 565.860.000,- 

Mutasi Kurang  

- Mutasi kurang ke Setda dengan rincian: 

o Mobil toyota kijang super 2000 BA 
1906 C 

 

Rp 47.000.000,- 

- Aset ekstrakomtable  Rp 450.000,- 

Mutasi bersih  Rp 518.410.000,- 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 39.500.000,- 

Belanja modal pengadaan alat kantor sebesar Rp. 1.500.000,- terdapat rincian sebagai 
berikut: 

- belanja modal pengadaan alat pendingin 
ruangan/AC/Kipas angin2 buah 

1.500.000,- 

Jumlah  Rp. 1.500.000,- 

Belanja Modal pengadaan komputer sebesar Rp. 38.000.000,- terdapat rincian sebagai 
berikut: 

- Notebook1 unit 8.000.000,- 

- Laptop 3 unit 30.000.000,- 

Jumlah Rp. 38.000.000,- 
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 Tahun 2020 

(Rp) 

Tahun 2019 

(Rp) 

1.3.3 Gedung dan   

          Bangunan 

Rp 543.745.000,- Rp 344.179.000,- 

Jumlah tersebut merupakan nilai aset gedung dan bangunan tahun 2020 dan tahun 2019. 
Terdapat penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp 
199.566.000,- berupa pemeliharaan gedung kantor (Penggantian atap/loteng). 

 Tahun 2020 

(Rp) 

Tahun 2019 

(Rp) 

1.3.5 Aset Tetap  

         Lainnya 

Rp 607.424.970,- Rp 607.424.970,- 

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya tahun 2020 dan 2019. Tidak terdapat 
penambahan nilai aset tetap lainnya pada tahun 2020. 

 

 Tahun 2020 

(Rp) 

Tahun 2019 

(Rp) 

1.3.7 Akumulasi 

Penyusutan Aset Tetap  

1.998.846.290,21 1.253.760.580,47,- 

1.3.7.01 Akumulasi 

Penyusutan Peralatan 

dan Mesin  

1.940.771.380,- 1.202.440.705,- 

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang dimiliki 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan per 31 Desember 2020 yang terdiri dari: 

 Tahun 2020 

(Rp) 

Tahun 2019 

(Rp) 

Akumulasi Penyusutan 

Kendaraan  

902.694.555,- 424.784.555,- 

Akumulasi Penyusutan Alat 

Kantor dan Rumah Tangga 

949.326.825,- 693.156.150,- 

Akumulasi Penyusutan Alat-

alat Studio  

88.550.000,- 84.500.000,- 

Jumlah 1.940.771.380,- 1.202.404.705,- 

1.3.7.02 Akumulasi 

Penyusutan Gedung dan 

Bangunan   

58.074.910.21,- 51.319.875.47,- 

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang 

dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan rincian terlampir (Tabel perhitungan 

akumulasi penyusutan gedung dan bangunan (KIB C). 
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Pada tahun 2019 akumulasi penyusutan gedung dan bangunan (KIB C)  

Terlaporkan      Rp 51.319.875.47,- 

Seharusnya      Rp 48.691.969,60,- 

Selisih              Rp 2.627.905,87,- 

Hal ini disebabkan Terjadi salah perhitungan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan 

(KIB C) seperti kertas kerja terlampir tahun 2019. 

Jumlah Aset Tetap  2.973.982.568,79 1.369.058.594,53 

 Tahun 2020 

(Rp) 

Tahun 2019 

(Rp) 

1.5. Aset Lainnya  118.500.000,- 118.500.000,- 

 

Jumlah tersebut merupakan aset lainnya tahun 2020 dan 2019. Tidak terdapat 

penambahan nilai aset lainnya di tahun 2020. 

 

 

Kewajiban - - 

Ekuitas 3.092.482.568,79 1.487.558.594,53 

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban oleh Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan pada posisi per 31 Desember 2020 sebesar 

Rp.3.092.482.568,79dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.487.558.594,53 
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1.2 Laporan Operasional 

5.3 Laporan Operasional Tahun 2020 

(Rp) 

Tahun 2019 

(Rp) 

5.3 Laporan Operasional 3.529.045.538,74 3.145.322.268,83 

Laporan tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun 
anggaran 2020. jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut : 

9.1 Beban Pegawai –LO 2.167.124.513,- 1.695.136.207,- 

 Jumlah tersebut Beban pegawai tahun 2020 dapat terinci sebagai berikut :  

9.1.1.01 BEBAN GAJI DAN 
TUNJANGAN –LO 

1.622.692.956,- 1.196.414.795,- 

9.1.1.01.01 Gaji pokok PNS/Uang 
Resresentasi –LO 

1.080.224.600,- 761.215.400,- 

9.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga –LO 91.102.879,- 72.916.003,- 

9.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan –LO 137.880.000,- 101.120.000,- 

9.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional –LO 9.600.000,- 9.600.000,- 

9.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 
–LO 

16.065.000,- 11.060.000,- 

9.1.1.01.06 Tunjangan Beras –LO 54.532.260,- 39.975.840,- 

9.1.1.01.07 Tunjangan PPH/Tunjangan 
Khusus –LO 

2.699.537,- 2.161.957,- 

9.1.1.01.28 Gaji Ketiga Belas  110.949.463,- 93.095.709,- 

9.1.1.01.29 Tunjangan Hari Raya  109.269.058,- 97.966.039,- 

9.1.1.02 BEBAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN PNS –LO 

544.431.557,- 459.032.412,- 

9.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan 
berdasarkan beban kerja –LO 

544.431.557,- 459.032.412,- 

9.1.1.07.01 UANG LEMBUR –LO - 39.689.000,- 

9.1.1.07.01 Uang Lembur PNS –LO - 39.689.000,- 

9.1.1.07.02 Beban Uang Lembur Non PNS - - 

9.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA 616.385.316,- 1.385.683.668,- 

 Beban persediaan tahun 2020 sebesar Rp. 28.602.091,00dengan rincian 
sebagai berikut : 

9.1.2.01 BEBAN BAHAN PAKAI 
HABIS  

27.576.091,- 87.685.000,- 

9.1.2.01.01 Beban alat tulis kantor –LO 22.986.091,- 64.440.000,- 

 

9.1.2.01.03 Beban alat listrik dan 
elektronik (lampu pijar, 
batteray kering, kabel listrik) –
LO 

1.640.000,- 1.170.000,- 

9.1.2.01.04 Beban Prangko, Materai & 
benda pos lainnya –LO 

900.000,- 6.600.000,- 

9.1.2.01.05 Benda peralatan kebersihan 
dan bahan pembersihan –LO 

1.600.000,- 1.995.000,- 

9.1.2.01.06 Beban Bahan Bakar 
Minyak/Gas –LO 

450.000,- - 
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Laporan Operasional Tahun 2020 

(Rp) 

Tahun 2019 

(Rp) 

9.1.2.01.13 Beban Penghargaan (tropi, 
Plakat, Tabanas, alat 
elektronik) –LO 

- 9.700.000,- 

9.1.2.01.14 Beban bahan dokumentasi 
(film, VCD/DVD, cuci cetak, 
frame) –LO  

- 2.280.000,- 

9.1.2.01.16 Beban belanja spanduk, 
bendera, marawa, umbul-
umbul, lambang negara –LO 

- 1.500.000,- 

9.1.2.02 BEBAN PERSEDIAAN 
BAHAN/MATERIAL -LO 

28.602.091,- 99.635.000,- 

9.1.2.02.04 Beban Bahan obat-obatan –LO - 10.000.000,- 

9.1.2.02.07 Beban bahan material 
pameran –LO 

- - 

9.1.2.02.09 Beban kelengkapan kerja 
lapangan –LO 

1.026.000,- 1.950.000,- 

 BEBAN JASA 469.700.455,- 836.498.184,- 

 Beban ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2020  dengan 
rincian sebagai berikut : 

9.1.2.03 BEBAN JASA KANTOR 24.895.154,- 26.240.644,- 

9.1.2.03.01 Beban jasa telepon –LO 7.726.700,- 7.919.339,- 

9.1.2.03.02 Beban jasa Air –LO 725.000,- 399.665,- 

9.1.2.03.03 Beban jasa Listrik –LO 9.923.162,- 7.559.140,- 

 

9.1.2.03.05 Beban jasa surat 
kabar/majalah –LO 

5.235.000,- 5.162.500,- 

 

9.1.2.03.07 Beban jasa paket/pengiriman  
–LO 

1.285.292,- - 

 

9.1.2.03.16 Beban jasa pengganti 
transportasi –LO 

- 5.200.000,- 

9.1.2.05 BEBAN PERAWATAN 
KENDARAAN BERMOTOR 

45.992.301,- 114.986.540,- 

9.1.2.05.01 Beban jasa service –LO 6.803.400,- 10.199.340,- 

9.1.2.05.02 Beban Belanja Pengganti suku 
cadang –LO 

11.838.901,- 16.400.000,- 

9.1.2.05.03 Beban belanja bahan bakar 
minyak/gas dan pelumas –LO 

27.350.000,- 85.950.000,- 

9.1.2.05.05 Beban Belanja Pajak 
Kendaraan Bermotor –LO 

- 2.437.200,- 

9.1.2.06 BEBAN CETAK DAN 
PENGGANDAAN 

17.581.000,- 80.556.000,- 

9.1.2.06.01 Beban belanja cetak –LO 5.581.000,- 36.685.000,- 

9.1.2.06.02 Beban Belanja Penggandaan –
LO 

12.000.000,- 32.671.000,- 

 Belanja Publikasi - 11.200.000,- 
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Laporan Operasional 

Tahun 2020 

(Rp) 

Tahun 2019 

(Rp) 

9.1.2.07 BEBAN SEWA RUMAH / 
GEDUNG / GUDANG / 
PARKIR 

- - 

9.1.2.07.02 Beban belanja sewa gedung/ 
kantor/ tempat –LO 

- - 

9.1.2.10 BEBAN PERLENGKAPAN 
DAN PERALATAN KANTOR 

 

- 3.400.000,- 

9.1.2.10.05 Beban belanja sewa tenda–LO - 3.000.000,- 

9.1.2.10.07 Beban belanja sewa Sound 
system –LO 

- 400.000,- 

9.1.2.11 BEBAN MAKANAN DAN 
MINUMAN 

 

18.205.000,- 45.550.000,- 

9.1.2.11.02 Beban makan dan minum 
rapat –LO 

9.405.000,- 17.875.000,- 

9.1.2.11.03 Beban makan dan minum 
tamu –LO 

8.800.000,- 17.875.000,- 

9.1.2.11.04 Beban makan dan minum 
peserta/pelatihan –LO 

- 9.800.000,- 

9.1.2.12 BEBAN PAKAIAN DINAS & 
ATRIBUTNYA 

- - 

9.1.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian 
(PDH) –LO  

- - 

9.1.2.13 BEBAN PAKAIAN KERJA - 3.000.000 

9.1.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja 
Lapangan –LO  

- 3.000.000 

9.1.2.24 HONORARIUM NON PNS 273.177.000,- 243.770.000,- 

9.1.2.24.01 Beban jasa tenaga ahli/ 
instruktur/ buruh / mekanik/ 
mandor –LO 

- 1.600.000,- 

9.1.2.24.02 Beban honorarium pegawai 
honorer/ tidak tetap –LO 

27.950.000,- 27.950.000,- 

9.1.2.24.04 Beban honorarium MC / 

Pembawa acara –LO 

- 175.000,- 

9.1.2.24.05 Beban honorarium Pembaca 
doa /Pembawa Al Quran–LO 

- 300.000,- 

9.1.2.24.06 Beban Honorarium Pemimpin 
Lagu-LO 

- 100.000,- 

9.1.2.24.08 Beban honorarium juri / 
Penilai / Pembina  –LO 

- 1.500.000,- 

9.1.2.24.09 Beban jasa kebersihan kantor 
–LO 

14.520.000,- - 

9.1.2.24.10 Beban jasa pegawai harian 
lepas –LO 

213.480.000,- 198.420.000,- 

9.1.2.24.12 Beban belanja jasa konsultansi 
perencanaan –LO 

17.227.000,- - 

9.1.2.24.19 Beban jasa informasi/ 
promosi/ peliputan, media 
massa/ cetak/ elektronik -LO 

- 13.725.000,- 
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 Laporan Operasional Tahun 2020 

(Rp) 

Tahun 2019 

(Rp) 

9.1.2.25 HONORARIUM PNS 

 

89.850.000,- 318.995.000,- 

9.1.2.25.01 Beban honorarium panitia 
pelaksana kegiatan –LO 

- - 

9.1.2.25.02 Beban honorarium tim 
pengadaan barang dan jasa –
LO 

3.400.000,- 1.000.000,- 

9.1.2.25.04 Honorarium pengguna 
anggaran dan kuasa pengguna 
anggaran –LO 

13.800.000,- 13.800.000,- 

9.1.2.25.05 Honorarium Pejabat 
Penatausahaan Keuangan 
SKPD (PPK SKPD) dan 
Pembantu PPK –LO 

10.500.000,- 7.200.000,- 

9.1.2.25.06 Honorarium Pejabat pelaksana 
teknis Kegiatan (PPTK) dan 
Pembantu PPTK –LO 

45.500.000,- 54.475.000,- 

9.1.2.25.07 Honorarium Bendahara, 
Pembantu Bendahara dan 
bendahara Pembantu –LO 

15.300.000,- 15.300.000,- 

9.1.2.25.08 Beban Honorarium Panitia 
Pemeriksa Barang –LO 

1.350.000,- 250.000,- 

9.1.2.18.01 Beban kursus- kursus singkat / 
pelatihan –LO 

- 12.720.000,- 

9.1.2.25.11 Beban Belanja sosialisasi –LO - 140.103.000,- 

9.1.2.18 BEBAN PEMELIHARAAN 25.417.370,- 5.200.000,- 

9.1.2.18.08 Beban belanja pemeliharaan 
gedung/ruangan/dinding-LO 

21.792.770,- - 

9.1.2.18.12 Beban belanja pemeliharaan 
peralatan dan perlengkapan 
kantor –LO 

3.624.600,- 5.200.000,- 

9.1.2.15 BEBAN PERJALANAN 
DINAS 

92.665.400,- 444.350.484,- 

9.1.2.15.01 Beban belanja perjalanan 
dinas dalam daerah –LO 

8.880.000,- 143.115.000,- 

9.1.2.15.02 Beban belanja perjalanan 
dinas luar daerah –LO 

83.785.400,- 301.235.484,- 

9.1.5 BEBAN HIBAH - - 

9.1.5.05.02 Beban Hibah Kepada 
Kelompok Masyarakat 

- 

 

- 

 

 Beban belanja hibah kepada 
kelompok masyarakat -LO 

- - 

 BEBAN LAIN-LAIN 450.000,- 777.200,- 

 Aset ekstracomtable 450.000,- 777.200,- 

9.1.7 BEBAN PENYUSUTAN 745.085.709,74 63.725.193,83 

 Beban penyusutan peralatan 
dan mesin 

738.330.675,- 57.640.661,- 

 Beban penyusutan gedung 
dan bangunan 

6.755.034,74,- 6.084.532,83,- 
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1.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
 Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut : 
 

Ekuitas Awal  1.487.558.594,53 1.314.282.388,36 

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Perpustakaan dan 

KearsipanKabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2019 sebesar 
Rp.1.314.282.388,36dan ekuitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2020 sebesar 

Rp. 1.487.558.594,53yang terdiri dari: 

Aset lancar  - 

 

Aset tetap 2019 1.369.058.594,53 

Aset lainnya 2019 118.500.000,00 

Jumlah 1.487.558.594,53 

  

Surplus / defisit –LO 
Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp)   

(3.529.045.538,74) (3.058.970.068,83) 

Surplus Defisit –LO merupakan selisih antara Pendapatan –LO dengan Beban –LO per 31 
Desember 2019 sebesar Rp. (3.058.970.068,83)dan pada tahun 2020 surplus defisit – 
LO sebesar Rp. (3.529.045.538,74) 

 

R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara 
pengeluaran dikurang dan utang perhitungan pihak ketiga 

Dampak Kumulatif Perubahan 
Kebijakan/ Kesalahan Mendasar 

1.897.360.000,- - 

Jumlah mutasi tambah aset tetap tetap sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0 

Mutasi tambah aset tetap 2.158.393.684,- - 

Mutasi kurang aset tetap  (  261.033.684 ) - 

Mutasi tambah aset lainnya  - - 

Koreksi akumulasi AT-PM tahun 
sebelumnya 

- - 

Ekuitas Akhir  3.092.482.568,79 1.487.558.594,53 

Ekuitas Akhir merupakan nilai kekayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 
Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020  sebesar Rp.3.092.482.568,79 
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BAB VI 

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 

 

A. Kedudukan 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah unsur penunjang Pemerintah daerah di bidang sumber 

daya manusia, yang dipimpinoleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati 

selaku kepala daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh 

Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Lima Puluh Kota  

 

B. Struktur Organisasi 

Didasarkan kepada peraturan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 

2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perpustakaan dan 

Kearsipan. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

d. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Laporan  

e. Kepala Bidang Perpustakaan 

f. Kepala Bidang Kearsipan 

g. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan 

h. Seksi Pengembangan Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK 

i. Seksi Deposit Dan Pelestarian Bahan Pustaka 

j. Seksi Promosi dan Pelayanan Perpustakaan 

k. Bidang Kearsipan 

l. Seksi Arsip Dinamis 

m. Seksi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip 

n. Seksi Arsip Statis Dan Layanan Informasi Kearsipan  

o. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan 

p. Kasi Pembinaan Perpustakaan 

q. Kasi Pembinaan Kearsipan 

r. Kasi Pengawas Perpustakaan dan Kearsipan   
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang 

berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan 

Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan 

Atas Laporan Keuangan. 

Sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan 

keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut : 

 Total realisasi belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 

Anggaran 2020 sebesar Rp.3.236.609.513,- Jumlah tersebut mencapai 98,94% dari anggaran 

yang telah ditetapkan yaitu Rp. 3.271.407.108,- dengan rincian sebagai berikut : 

Jenis Belanja 
Anggaran Realisasi 

Rp Rp % 

Belanja Operasi  

Belanja Pegawai Rp. 2.197.530.617 Rp. 2.167.124.513 98,62 % 

Belanja Barang Rp. 818.976.491 Rp. 815.951.316 99,63 % 

Belanja Hibah  - - -  

Belanja Modal  

Belanja Peralatan dan 
Mesin  

Rp.  39.500.000,- Rp.  39.500.000,- 100  % 

Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

Rp. 215.400.000,- Rp. 214.033.684,- 99,37 % 

Jumlah Rp. 3.271.407.108,-  Rp. 3.236.609.513,- 98,94% 

 

Dari rincian di atas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan 

tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator 

kerja yang direncanakan dengan serapan dana 98,94%.Tidak terjadi perbedaan yang signifikan dalam 

anggaran belanja dengan realisasi belanja. 



Uraian
Jumlah

Dalam Rupiah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

Realisasi

Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2020

SKPD :  1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

%

 2019 

Realisasi

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember TAHUN 2020 dan 2019

Kode

Rekening

32 4 651

 98,94 BELANJA  3.271.407.108,00  3.236.609.513,00  -   5.

 98,62 BELANJA TIDAK LANGSUNG  2.197.530.617,00  2.167.124.513,00  -   5.1.

 98,62 Belanja Pegawai  2.197.530.617,00  2.167.124.513,00  -   5.1.1.

 99,59 BELANJA LANGSUNG  1.073.876.491,00  1.069.485.000,00  -   5.2.

 99,58 Belanja Pegawai  118.300.000,00  117.800.000,00  -   5.2.1.

 99,64 Belanja Barang dan Jasa  700.676.491,00  698.151.316,00  -   5.2.2.

 99,46 BELANJA MODAL  254.900.000,00  253.533.684,00  -   5.2.3.

 98,94 SURPLUS/(DEFISIT) (3.271.407.108,00) (3.236.609.513,00)  -   5.Z.

Permendagri 13

BADAN KEUANGAN

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009



Uraian
Jumlah

Dalam Rupiah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

Realisasi

Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2020

SKPD :  1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

%

 2019 

Realisasi

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember TAHUN 2020 dan 2019

Kode

Rekening

32 4 651

 98,94 BELANJA  3.271.407.108,00  3.236.609.513,00  -   5.

 98,62 BELANJA TIDAK LANGSUNG  2.197.530.617,00  2.167.124.513,00  -   5.1.

 98,62 Belanja Pegawai  2.197.530.617,00  2.167.124.513,00  -   5.1.1.

 99,58 Belanja Gaji dan Tunjangan  1.629.496.332,00  1.622.692.956,00  -   5.1.1.01.

 99,58 Gaji Pokok PNS/ Uang 

Representasi

 1.084.744.365,00  1.080.224.600,00  -   5.1.1.01.01.

 99,22 Tunjangan Keluarga  91.815.216,00  91.102.879,00  -   5.1.1.01.02.

 99,40 Tunjangan Jabatan  138.711.375,00  137.880.000,00  -   5.1.1.01.03.

 99,38 Tunjangan Fungsional  9.660.000,00  9.600.000,00  -   5.1.1.01.04.

 99,31 Tunjangan Fungsional Umum  16.176.000,00  16.065.000,00  -   5.1.1.01.05.

 99,11 Tunjangan Beras  55.024.716,00  54.532.260,00  -   5.1.1.01.06.

 98,81 Tunjangan PPh/Tunjangan 

Khusus

 2.732.120,00  2.699.537,00  -   5.1.1.01.07.

 99,58 Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja 

dan Jaminan Kematian ASN

 10.414.019,00  10.370.159,00  -   5.1.1.01.22.

 100,00 Gaji Ketiga Belas  110.949.463,00  110.949.463,00  -   5.1.1.01.28.

 100,00 Tunjangan Hari Raya  109.269.058,00  109.269.058,00  -   5.1.1.01.29.

 95,84 Belanja Tambahan Penghasilan 

PNS

 568.034.285,00  544.431.557,00  -   5.1.1.02.

 95,84 Tambahan Penghasilan 

berdasarkan beban kerja

 568.034.285,00  544.431.557,00  -   5.1.1.02.01.

 99,59 BELANJA LANGSUNG  1.073.876.491,00  1.069.485.000,00  -   5.2.

 99,58 Belanja Pegawai  118.300.000,00  117.800.000,00  -   5.2.1.

 99,45 Honorarium PNS  90.350.000,00  89.850.000,00  -   5.2.1.01.

 87,18 Honorarium Tim Pengadaan 

Barang dan Jasa

 3.900.000,00  3.400.000,00  -   5.2.1.01.02.

 100,00 Honorarium pejabat penerima 

hasil pekerjaan

 1.350.000,00  1.350.000,00  -   5.2.1.01.03.

 100,00 Honorarium Pengguna Anggaran 

dan Kuasa Pengguna Anggaran

 13.800.000,00  13.800.000,00  -   5.2.1.01.04.

 100,00 Honorarium Pejabat 

Penatausahaan Keuangan SKPD 

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

 10.500.000,00  10.500.000,00  -   5.2.1.01.05.

 100,00 Honorarium Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK) dan 

Pembantu PPTK

 45.500.000,00  45.500.000,00  -   5.2.1.01.06.

 100,00 Honorarium Bendahara, 

Pembantu Bendahara dan 

Bendahara Pembantu

 15.300.000,00  15.300.000,00  -   5.2.1.01.07.

 100,00 Honorarium Non PNS  27.950.000,00  27.950.000,00  -   5.2.1.02.

 100,00 Honorarium Pegawai 

Honorer/Tidak Tetap

 27.950.000,00  27.950.000,00  -   5.2.1.02.01.

 99,64 Belanja Barang dan Jasa  700.676.491,00  698.151.316,00  -   5.2.2.

 100,00 Belanja Bahan Pakai Habis  28.602.091,00  28.602.091,00  -   5.2.2.01.

 100,00 Belanja alat tulis kantor  22.986.091,00  22.986.091,00  -   5.2.2.01.01.

 100,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( 

lampu pijar, battery kering, kabel 

listrik))

 1.640.000,00  1.640.000,00  -   5.2.2.01.03.

 100,00 Belanja perangko, materai dan 

benda pos lainnya

 900.000,00  900.000,00  -   5.2.2.01.04.

 100,00 Belanja peralatan kebersihan dan 

bahan pembersih

 1.600.000,00  1.600.000,00  -   5.2.2.01.05.

 100,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas  450.000,00  450.000,00  -   5.2.2.01.06.

 100,00 Belanja kelengkapan kerja 

lapangan

 1.026.000,00  1.026.000,00  -   5.2.2.01.19.
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 99,03 Belanja Jasa Kantor  255.360.000,00  252.895.154,00  -   5.2.2.03.

 97,31 Belanja telepon  7.940.000,00  7.726.700,00  -   5.2.2.03.01.

 100,00 Belanja air  725.000,00  725.000,00  -   5.2.2.03.02.

 81,77 Belanja listrik  12.135.000,00  9.923.162,00  -   5.2.2.03.03.

 99,52 Belanja surat kabar/majalah  5.260.000,00  5.235.000,00  -   5.2.2.03.05.

 98,87 Belanja paket/pengiriman  1.300.000,00  1.285.292,00  -   5.2.2.03.07.

 100,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor  14.520.000,00  14.520.000,00  -   5.2.2.03.21.

 100,00 Belanja Jasa Pegawai Harian 

Lepas

 213.480.000,00  213.480.000,00  -   5.2.2.03.22.

 99,90 Belanja Perawatan Kendaraan 

Bermotor

 46.040.000,00  45.992.301,00  -   5.2.2.05.

 99,32 Belanja Jasa Service  6.850.000,00  6.803.400,00  -   5.2.2.05.01.

 99,99 Belanja Penggantian Suku 

Cadang

 11.840.000,00  11.838.901,00  -   5.2.2.05.02.

 100,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 

dan pelumas

 27.350.000,00  27.350.000,00  -   5.2.2.05.03.

 100,00 Belanja Cetak dan Penggandaan  17.581.000,00  17.581.000,00  -   5.2.2.06.

 100,00 Belanja cetak  5.581.000,00  5.581.000,00  -   5.2.2.06.01.

 100,00 Belanja Penggandaan  12.000.000,00  12.000.000,00  -   5.2.2.06.02.

 100,00 Belanja Makanan dan  Minuman  18.205.000,00  18.205.000,00  -   5.2.2.11.

 100,00 Belanja makanan dan minuman 

rapat

 9.405.000,00  9.405.000,00  -   5.2.2.11.02.

 100,00 Belanja makanan dan minuman 

tamu

 8.800.000,00  8.800.000,00  -   5.2.2.11.03.

 100,00 Belanja Perjalanan Dinas  92.665.400,00  92.665.400,00  -   5.2.2.15.

 100,00 Belanja perjalanan dinas dalam 

daerah

 8.880.000,00  8.880.000,00  -   5.2.2.15.01.

 100,00 Belanja perjalanan dinas luar 

daerah

 83.785.400,00  83.785.400,00  -   5.2.2.15.02.

 99,99 Belanja Pemeliharaan  224.996.000,00  224.983.370,00  -   5.2.2.20.

 100,00 Belanja Pemeliharan 

Gedung/Ruangan/Dinding

 21.793.000,00  21.792.770,00  -   5.2.2.20.03.

 100,00 Belanja Pemeliharan Atap/Loteng  199.566.000,00  199.566.000,00  -   5.2.2.20.05.

 99,66 Belanja Pemeliharaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor

 3.637.000,00  3.624.600,00  -   5.2.2.20.09.

 100,00 Belanja Jasa Konsultansi  17.227.000,00  17.227.000,00  -   5.2.2.21.

 100,00 Belanja Jasa Konsultansi 

Perencanaan

 17.227.000,00  17.227.000,00  -   5.2.2.21.02.

 99,46 BELANJA MODAL  254.900.000,00  253.533.684,00  -   5.2.3.

 100,00 Belanja modal Pengadaan Alat 

Kantor

 1.500.000,00  1.500.000,00  -   5.2.3.27.

 100,00 Belanja modal Pengadaan Alat 

Pendingin Ruangan/AC/Kipas 

Angin

 1.500.000,00  1.500.000,00  -   5.2.3.27.06.

 100,00 Belanja modal Pengadaan 

Komputer

 38.000.000,00  38.000.000,00  -   5.2.3.29.

 100,00 Belanja modal Pengadaan 

komputer note book/Laptop

 38.000.000,00  38.000.000,00  -   5.2.3.29.06.

 99,37 Belanja modal Pengadaan 

Bangunan Gedung Tempat Kerja

 215.400.000,00  214.033.684,00  -   5.2.3.49.

 99,37 Belanja modal Pengadaan 

Bangunan Gedung Kantor

 215.400.000,00  214.033.684,00  -   5.2.3.49.01.

 98,94 SURPLUS/(DEFISIT) (3.271.407.108,00) (3.236.609.513,00)  -   5.Z.
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 98,94 BELANJA  3.271.407.108,00  3.236.609.513,00  -   5.

 98,89 BELANJA OPERASI  3.016.507.108,00  2.983.075.829,00  -   5.1.

 98,62 Belanja Pegawai  2.197.530.617,00  2.167.124.513,00  -   5.1.1.

 99,63 Belanja Barang dan Jasa  818.976.491,00  815.951.316,00  -   5.1.2.

 99,46 BELANJA MODAL  254.900.000,00  253.533.684,00  -   5.2.

 100,00 Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin

 39.500.000,00  39.500.000,00  -   5.2.2.

 99,37 Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan

 215.400.000,00  214.033.684,00  -   5.2.3.

 98,94 SURPLUS/(DEFISIT) (3.271.407.108,00) (3.236.609.513,00)  -   5.Z.
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32 4 651

 98,94 BELANJA  3.271.407.108,00  3.236.609.513,00  -   5.

 98,89 BELANJA OPERASI  3.016.507.108,00  2.983.075.829,00  -   5.1.

 98,62 Belanja Pegawai  2.197.530.617,00  2.167.124.513,00  -   5.1.1.

 99,58 Belanja Gaji dan Tunjangan  1.629.496.332,00  1.622.692.956,00  -   5.1.1.01.

 99,58 Gaji Pokok PNS/ Uang 

Representasi

 1.084.744.365,00  1.080.224.600,00  -   5.1.1.01.01.

 99,22 Tunjangan Keluarga  91.815.216,00  91.102.879,00  -   5.1.1.01.02.

 99,40 Tunjangan Jabatan  138.711.375,00  137.880.000,00  -   5.1.1.01.03.

 99,38 Tunjangan Fungsional  9.660.000,00  9.600.000,00  -   5.1.1.01.04.

 99,31 Tunjangan Fungsional Umum  16.176.000,00  16.065.000,00  -   5.1.1.01.05.

 99,11 Tunjangan Beras  55.024.716,00  54.532.260,00  -   5.1.1.01.06.

 98,81 Tunjangan PPh/Tunjangan 

Khusus

 2.732.120,00  2.699.537,00  -   5.1.1.01.07.

 99,58 Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja 

dan Jaminan Kematian

 10.414.019,00  10.370.159,00  -   5.1.1.01.22.

 100,00 Gaji Ketiga Belas  110.949.463,00  110.949.463,00  -   5.1.1.01.28.

 100,00 Tunjangan Hari Raya  109.269.058,00  109.269.058,00  -   5.1.1.01.29.

 95,84 Belanja Tambahan Penghasilan 

PNS

 568.034.285,00  544.431.557,00  -   5.1.1.02.

 95,84 Tambahan Penghasilan 

berdasarkan beban kerja

 568.034.285,00  544.431.557,00  -   5.1.1.02.01.

 99,63 Belanja Barang dan Jasa  818.976.491,00  815.951.316,00  -   5.1.2.

 100,00 Belanja Bahan Pakai Habis  28.602.091,00  28.602.091,00  -   5.1.2.01.

 100,00 Belanja alat tulis kantor  22.986.091,00  22.986.091,00  -   5.1.2.01.01.

 100,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( 

lampu pijar, battery kering)

 1.640.000,00  1.640.000,00  -   5.1.2.01.03.

 100,00 Belanja perangko, materai dan 

benda pos lainnya

 900.000,00  900.000,00  -   5.1.2.01.04.

 100,00 Belanja peralatan kebersihan dan 

bahan pembersih

 1.600.000,00  1.600.000,00  -   5.1.2.01.05.

 100,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas  450.000,00  450.000,00  -   5.1.2.01.06.

 100,00 Belanja Kelengkapan Kerja 

Lapangan

 1.026.000,00  1.026.000,00  -   5.1.2.01.19.

 99,03 Belanja Jasa Kantor  255.360.000,00  252.895.154,00  -   5.1.2.03.

 97,31 Belanja telepon  7.940.000,00  7.726.700,00  -   5.1.2.03.01.

 100,00 Belanja air  725.000,00  725.000,00  -   5.1.2.03.02.

 81,77 Belanja listrik  12.135.000,00  9.923.162,00  -   5.1.2.03.03.

 99,52 Belanja surat kabar/majalah  5.260.000,00  5.235.000,00  -   5.1.2.03.05.

 98,87 Belanja paket/pengiriman  1.300.000,00  1.285.292,00  -   5.1.2.03.07.

 100,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor  14.520.000,00  14.520.000,00  -   5.1.2.03.20.

 100,00 Belanja Jasa Pegawai Harian 

Lepas

 213.480.000,00  213.480.000,00  -   5.1.2.03.21.

 99,90 Belanja Perawatan Kendaraan 

Bermotor

 46.040.000,00  45.992.301,00  -   5.1.2.05.

 99,32 Belanja Jasa Service  6.850.000,00  6.803.400,00  -   5.1.2.05.01.

 99,99 Belanja Penggantian Suku 

Cadang

 11.840.000,00  11.838.901,00  -   5.1.2.05.02.

 100,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 

dan pelumas

 27.350.000,00  27.350.000,00  -   5.1.2.05.03.
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 100,00 Belanja Cetak dan Penggandaan  17.581.000,00  17.581.000,00  -   5.1.2.06.

 100,00 Belanja cetak  5.581.000,00  5.581.000,00  -   5.1.2.06.01.

 100,00 Belanja Penggandaan  12.000.000,00  12.000.000,00  -   5.1.2.06.02.

 100,00 Belanja Makanan dan  Minuman  18.205.000,00  18.205.000,00  -   5.1.2.11.

 100,00 Belanja makanan dan minuman 

rapat

 9.405.000,00  9.405.000,00  -   5.1.2.11.02.

 100,00 Belanja makanan dan minuman 

tamu

 8.800.000,00  8.800.000,00  -   5.1.2.11.03.

 100,00 Belanja Perjalanan Dinas  92.665.400,00  92.665.400,00  -   5.1.2.15.

 100,00 Belanja perjalanan dinas dalam 

daerah

 8.880.000,00  8.880.000,00  -   5.1.2.15.01.

 100,00 Belanja perjalanan dinas luar 

daerah

 83.785.400,00  83.785.400,00  -   5.1.2.15.02.

 99,99 Belanja Pemeliharaan  224.996.000,00  224.983.370,00  -   5.1.2.18.

 100,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan 

Bangunan

 21.793.000,00  21.792.770,00  -   5.1.2.18.03.

 100,00 Belanja Pemeliharaan Atap/ 

Loteng

 199.566.000,00  199.566.000,00  -   5.1.2.18.07.

 99,66 Belanja Pemeliharaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor

 3.637.000,00  3.624.600,00  -   5.1.2.18.10.

 100,00 Belanja Jasa Konsultansi  17.227.000,00  17.227.000,00  -   5.1.2.19.

 100,00 Belanja Jasa Konsultansi 

Perencanaan

 17.227.000,00  17.227.000,00  -   5.1.2.19.02.

 99,45 Honorarium PNS  90.350.000,00  89.850.000,00  -   5.1.2.25.

 87,18 Honorarium Tim Pengadaan 

Barang dan Jasa

 3.900.000,00  3.400.000,00  -   5.1.2.25.02.

 100,00 Honorarium Panitia Pemeriksa 

Barang

 1.350.000,00  1.350.000,00  -   5.1.2.25.04.

 100,00 Honorarium Pengguna Anggaran 

dan Kuasa Pengguna Anggaran

 13.800.000,00  13.800.000,00  -   5.1.2.25.05.

 100,00 Honorarium Pejabat 

Penatausahaan Keuangan SKPD 

(PPK SKPD) dan Pembantu PPK

 10.500.000,00  10.500.000,00  -   5.1.2.25.06.

 100,00 Honorarium Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK) dan 

Pembantu PPTK

 45.500.000,00  45.500.000,00  -   5.1.2.25.07.

 100,00 Honorarium Bendahara, 

Pembantu Bendahara dan 

Bendahara Pembantu

 15.300.000,00  15.300.000,00  -   5.1.2.25.08.

 100,00 Honorarium Non PNS  27.950.000,00  27.950.000,00  -   5.1.2.26.

 100,00 Honorarium Pegawai 

Honorer/Tidak Tetap

 27.950.000,00  27.950.000,00  -   5.1.2.26.02.

 99,46 BELANJA MODAL  254.900.000,00  253.533.684,00  -   5.2.

 100,00 Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin

 39.500.000,00  39.500.000,00  -   5.2.2.

 100,00 Belanja modal Pengadaan Alat 

Kantor

 1.500.000,00  1.500.000,00  -   5.2.2.14.

 100,00 Belanja Modal Pengadaan alat 

Pendingin Ruangan/AC/Kipas 

Angin

 1.500.000,00  1.500.000,00  -   5.2.2.14.07.

 100,00 Belanja modal Pengadaan 

Komputer

 38.000.000,00  38.000.000,00  -   5.2.2.16.

 100,00 Belanja modal Pengadaan 

komputer note book/Laptop

 38.000.000,00  38.000.000,00  -   5.2.2.16.06.

 99,37 Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan

 215.400.000,00  214.033.684,00  -   5.2.3.

 99,37 Belanja modal Pengadaan 

Bangunan Gedung Tempat Kerja

 215.400.000,00  214.033.684,00  -   5.2.3.01.

 99,37 Belanja modal Pengadaan 

Bangunan Gedung Kantor

 215.400.000,00  214.033.684,00  -   5.2.3.01.01.

 98,94 SURPLUS/(DEFISIT) (3.271.407.108,00) (3.236.609.513,00)  -   5.Z.
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